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bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (3) Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan
Daerah Kota Sorong Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bantuan
keuangan kepada Partai Politik di Kota Sorong perlu dilakukan
Perubahan;

1.Undang - Undang Nomor45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2001 Nomor135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);
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5. Undang-UndangNomor15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
RepubJikIndonesia Nomor4438);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia
Nomor5189);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia
Nomor 5233);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 117, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor5316);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5352);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
KeuanganDaerah;
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(1) Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan
kursi di DPRDKota Sorong yang bersumber dati APBDKota Sorong adalah
jumlah bantuan APBDKota Sorong tahun anggaran sebelumnya dibagi
dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRDKota Sorong periode
sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi
PemilihanUmum.

(2) Jumlah bantuan keuangan dari APBDKota Sorong setiap tahun kepada
partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu
periode sebelumnya dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal4

2. Ketentuan Pasal4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal3
(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan
jumlah perolehan suara hasil PemiluDPRDKotaSorong.

(2)Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Sorong diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehinggaberbunyi :

Pasal I

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 13 TAHUN
2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan

WALIKOTA SORONG,

Dengan Persetujuan Bersama

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik;

15. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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(1)Verifikasikelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politiktingkat KotaSorong.

Pasa17

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sebinggaberbunyi:

BABV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan UIIlUIIl Kota Sorong dan
KepalaBadan Kesbangpoldan LinmasKotaSorong.

4. Judul BABVdiubah sebinggaberbunyi :

(1) Pengurus partai politik tingkat Kota Sorongmengajukan surat permohonan
bantuan keuangan partai politik kepada Walikota.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop
surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan
administrasi berupa:
a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan
Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kota Sorong atau sebutan
lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP
Partai Politikatau sebutan lainnya;

b. foto copyNomorPokokWajibPajak;
c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara
partai politik hasil pemilihan umum DPRDKota Sorong yang dilegalisir
Ketuaatau Sekretaris KomisiPemilihanUmumKotaSorong;

d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan
pemyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan
mencantumkan besaran paling sedikit 600/0dari jumlah bantuan yang
diterimauntuk pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang
bersumber dari APBDKota Sorong tahun anggaran sebelumnya yang
telah diperiksa oleh BPK;dan

g. surat pemyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntu t
sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan
yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat
Kota Sorong atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan
menggunakan kop surat partai politik.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
dalam rangkap 2 (dua).

Pasa16

3. Ketentuan Pasal6 diubah dan ditambah 2 (dua)huruf, sehinggaberbunyi:

(3) APBDKota Sorong Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada 4 ayat (1) adalah APBDKota Sorong tahun 2013 untuk penghitungan
bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014-2019 dan seterusnya.
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Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,

CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONGTAHUN 2013 NOMOR 25

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
WALIKOTA SORONG,

CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

(1)Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan
partai politik dibuat dalam berita acara.

(2)Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh tim verifikasi tingkat Kota Sorong kepada Walikota dengan
melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan
keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(3)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Barrtuan Keuangan Partai Politik.

Pasal8

6. Ketentuan Pasal8 diubah sehingga berbunyi:

(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan
Kesbangpol dan Linmas Kota Sorong dan anggotanya terdiri dati Kepala
Bidang Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol, Devisi Tekhnis KPU Kota
Sorong, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sorong, Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sorong, Kepala Bagian
Persidangan Sekwan DPRD Kota Sorong dan Kepala Sub 8again Pemilihan
Umum Kesbangpol Kota Sorong.

(3)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4)Biaya verifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Sorong.
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TAMBAHAN LEMBARAN OAERAH KOTA SORONGTAHUN 2013 NOMOR 25

Pasal I
Cukupjelas

Pasal II
Cukupjelas

II. PASAL OEMI PASAL

Partai Politikberhak memperolehbantuan keuangan dari APBN/APBD
sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan, yang diberikan secara
proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupatenj kota yang penghitungannya berdasarkan
jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan kepada Partai Politik
dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk
pelaksanaan pendidikan politikdan operasional sekretariat Partai Politik.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana
pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga
negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor5 Tahun 2009, Penetapan
besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak dengan menetapkan
harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan
hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya
dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang
mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besamya jumlah bantuan keuangan
tahun anggaran berkenaan sarna dengan nilai bantuan per suara hasil
Pemiludikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu.

Atas dasar tersebut maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politikdi KotaSorong
perlu dilakukan perubahan.

I. UMUM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAERAH KOTA SORONGNOMOR 13 TAHUN
2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

OI KOTA SORONG

TENTANG

PERATURAN OAERAH KOTA SORONG
NOMOR 25 TAHUN 2013

ATAS

PENJELASAN

, .


